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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilu adalah sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, 

menyatakan pendapat, dan terlibat langsung dalam menentukan arah 

pembangunan negara. Proses ini menjamin dan menghormati hak-hak warga 

negara Indonesia. “Berdasarkan "Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017", Pemilu diterjemahkan sebagai 

mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat guna memilih Presiden dan Wakil 

Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan Pemilu dilakukan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan "UUD 1945". Selain itu, dalam 

jurnal “General Election In Indonesia” karya Ardiansyah, Suryo Untoro 

menyatakan bahwa Pemilu merupakan proses demokratis di mana warga negara 

memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif seperti 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
1
. 

Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tertuang dalam 

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", khususnya 

pada "Pasal 22E ayat (1) sampai (6)".” Selain diatur dalam konstitusi, 

penyelenggaraan pemilu juga diatur secara lebih mendetail melalui peraturan 
                                                      

1
 Mr Ardiansyah, “General Election In Indonesia,” dalam Proceedings of the 

International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) 

(International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017), 

Pekanbaru, Indonesia: Atlantis Press, 2017), hlm. 67, https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.14. 
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perundang-undangan, yaitu "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" tentang 

Pemilihan Umum”, serta melalui "Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)"” 

yang disusun oleh KPU sebagai institusi yang bertugas melaksanakan pemilu.
2
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Zuhair bin Harb, Utsman bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim 

meriwayatkan kepada kami. Ishaq menjelaskan bahwa Jarir menyampaikan hadis 

ini dari Manshur, yang meriwayatkannya dari Abu Wail, dari 'Abdullah. 

'Abdullah berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Kejujuran akan membawa 

seseorang kepada kebaikan, dan menuntunnya ke surga. Barang siapa yang 

membiasakan dirinya untuk jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang jujur di sisi 

Allah. Sebaliknya, dusta akan membawa pada keburukan, dan keburukan itu akan 

menyeret seseorang ke neraka. Siapa yang terbiasa berdusta, maka ia akan dicatat 

sebagai pendusta.” (HR Muslim).
4
 

Hadis Riwayat Muslim No. 4719 memiliki korelasi kuat karena 

                                                      
2
 Kornelius Benuf, “Harmonisasi Hukum : Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, 

Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019,” Jurnal Gema Keadilan, II, 6 (Agustus 

2019), hlm. 197. 

3
 “Dikutip dari Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Hadis Riwayat Muslim No. 4719,”. 

4
 “Dikutip dari Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Hadis Riwayat Muslim No. 4719,”. 
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memberikan dasar normatif dan etis tentang tanggung jawab, amanah, dan 

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, yang juga melekat pada peran 

KPPS dalam pemilu. Dengan demikian, hadis ini bisa menjadi landasan moral 

dalam menjelaskan pentingnya eksistensi dan fungsi KPPS secara utuh dalam 

penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. 

"Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945" mengatur bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap 

lima tahun sekali. Pemerintah memastikan kelancaran pemilu, diperlukan lembaga 

penyelenggara yang profesional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga 

yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu, sesuai dengan ketentuan 

"Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6109)".” KPU merupakan lembaga yang bersifat 

nasional, permanen, dan independen dalam melaksanakan pemilu.
5
  Secara 

umum, KPU bertanggung jawab untuk mengadakan pemilihan berdasarkan aturan 

yang telah ditentukan. Masyarakat yang menjadi pemilih, harus bijak dalam 

memilih pemimpin yang terbaik, karena pemimpin adalah refleksi dari rakyatnya. 

Oleh karena itu, KPU harus selalu mematuhi peraturan, kode etik, dan prosedur 

yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemilu. 

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia melibatkan peran signifikan pemerintah 

dalam hal proses pemilu, keragaman, kebebasan sipil, dan keterlibatan politik. 

Namun, terdapat sejumlah masalah di Indonesia yang masih memerlukan 

                                                      
5
 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009), hlm. 48. 
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perhatian, seperti kebebasan berbicara dan menjalankan keyakinan, hak untuk 

berkumpul dan membentuk organisasi, penerapan hukum, serta budaya politik 

yang berkembang. 

Pemilihan Umum adalah wujud pelaksanaan prinsip demokrasi, di mana 

sistem pemilu menjadi elemen utama dalam demokrasi. Dalam jurnal “Design of 

General Election in Indonesia”.
6
 oleh Muhammad Syafei’ dan Muhammad Rafi 

Darajati, pemilu digunakan sebagai media untuk membangun pemerintahan yang 

jujur dan berjalan secara optimal.
 7

 Dalam pelaksanaan pemilu, KPU menerapkan 

kebijakan terkait rekrutmen badan ad hoc yang diatur dalam "Peraturan KPU 

Nomor 8 Tahun 2022.
” 8

 Pasal 1 Ayat 6"” Peraturan tersebut menyebutkan bahwa 

badan ad hoc mencakup berbagai panitia dan petugas, baik di dalam maupun luar 

negeri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Masing-masing memiliki peran 

sesuai tugasnya, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berinteraksi 

langsung dengan pemilih.
9
 

“Menurut "Peraturan “KPU No. 8 Tahun 2022", Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) adalah tim yang dibentuk PPS untuk melaksanakan 

                                                      
6
 Ratna Herawati, Novia Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, “Kepastian Hukum 

Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peratutan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia,” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4, no. 3 (2018), hlm. 830. 

7
 Muhammad Syafei dan Muhammad Rafi Darajati, “Design of General Election in 

Indonesia,” LAW REFORM 16, no. 1 (27 Maret 2020), hlm. 100, 

https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308. 

8
 Bobby J Yuri, Aidinil Zetra, dan Roni Ekha Putera, “Analisis Kebijakan KPU dalam 

Rekrutmen KPPS untuk Pemilu 2024,” SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan 

Humaniora 9, no. 1 (8 Maret 2023), hlm. 148, https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954. 

9
 Syukrizal Mulya dan M. Fachri Adnan, “Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen 

Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS Di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang,” JISIP 

(Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5, no. 1 (8 Januari 2021), hlm. 207, 

https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1698. 
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pemungutan suara di TPS, terdiri dari satu ketua dan enam anggota yang 

memenuhi syarat.@Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 532/PP.05-

Kpt/01/KPU/II/2019@tentang Panduan Teknis Pembentukan KPPS dalam 

Pemilu, Seleksi anggota KPPS dilakukan secara transparan dengan 

mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon, 

yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. antara lain: 

1) Memiliki integritas dengan menunjukkan memiliki karakter kuat, jujur, adil, 

bebas dari afiliasi politik, dan tidak terlibat dalam tim kampanye pemilu; 

2) Harus berdomisili di area yang menjadi wilayah kerja KPPS; 

3) Belum pernah menjabat sebagai anggota KPPS dalam dua periode berturut-

turut; 

4) Tidak sedang terikat dalam hubungan perkawinan dengan sesama 

penyelenggara pemilu. 

Pemungutan suara merupakan langkah penting dalam proses pemilu, di 

mana setiap warga negara menyalurkan hak politiknya untuk memilih partai dan 

calon yang akan mengisi jabatan di lembaga-lembaga politik demokratis, baik di 

tingkat nasional maupun daerah.  Mereka memiliki peran krusial dalam 

memastikan kelancaran dan keabsahan demokrasi. Petugas Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Bertanggung jawab memastikan 

pemungutan suara sesuai ketentuan dan prinsip demokrasi yang berlaku. Tugas 

mereka meliputi pemungutan dan penghitungan suara serta memastikan bahwa 

proses pemilu berlangsung dengan sah dan teratur. Selain itu, KPPS memiliki 

tugas untuk menempelkan DPT di TPS, mengamankan kotak suara, menyerahkan 
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hasil penghitungan suara, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh 

lembaga penyelenggara pemilu. KPPS dalam melaksanakan tugasnya, harus 

berpedoman pada prinsip-prinsip seperti independensi, Kejujuran, keadilan, 

kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, 

tanggung jawab, serta efektivitas dan efisiensi. Mereka juga wajib memastikan 

pemilih bisa memberikan suara dengan bebas dan aman, tanpa adanya tekanan 

dari manapun. Dengan demikian, peran KPPS sangat penting.
10

  

Menurut jurnal yang ditulis dengan bahasa asing mengenai pemilu : This 

success strengthens Indonesia’s standing as an electoral democracy, regarded as 

"one of the core pillars of democracy in the region." Nevertheless, the 

implementation of direct general elections has revealed significant flaws in 

protecting and promoting citizens' rights to political participation and autonomy. 

Some scholars argue that Indonesia's electoral democracy is facing a decline. 

This regression is manifested in political practices that undermine "civil liberties 

and the rule of law" and show a "superficial commitment to individual rights, 

liberties, checks, and balances." These developments suggest "a widening gap 

between the idealistic views of constitutional democracy and the reality of 

political processes." In practice, instances of unethical behavior by both voters 

and election participants, such as money politics, military involvement in politics, 

and the politicization of civil service appointments, have been reported. These 

actions result in the gradual weakening of liberal democratic principles and the 

integrity of the electoral system, diminishing political competition for both 

personal and collective political benefits.”
11

 

 

Jurnal tersebut memiliki arti “Keberhasilan ini memperkuat posisi 

Indonesia sebagai negara dengan demokrasi elektoral, yang dianggap sebagai 

“salah satu pilar utama demokrasi di kawasan.” Meskipun demikian, pelaksanaan 

pemilihan umum langsung telah mengungkap berbagai kelemahan signifikan 

                                                      
10

 Dian Husri Hurasan Muryanto Amin & Hatta Ridho, “Kinerja Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada PEMILU 2019 di kota Tebing 

Tinggi” 11, no. 1 (Januari 2022): hlm. 230. 

11
 Costantinus Fatlolon, Toward The Deepening Of Democracy In Indonesia: A 

Harbermasian Assessment Of The Prospects And Problems Of The General Election In Indonesia, 

2023. (Desember 2023). Hlm. 188 
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dalam melindungi dan mendorong hak warga negara untuk berpartisipasi secara 

politik dan memiliki otonomi politik. Beberapa akademisi berpendapat bahwa 

demokrasi elektoral di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Kemunduran 

ini tercermin dalam praktik politik yang melemahkan “kebebasan sipil dan 

supremasi hukum” serta menunjukkan “komitmen yang dangkal terhadap hak-hak 

individu, kebebasan, dan prinsip saling mengawasi antar lembaga.” 

Perkembangan ini mengindikasikan “kesenjangan yang semakin lebar antara 

pandangan idealistik tentang demokrasi konstitusional dan realitas proses politik.” 

Dalam praktiknya, ditemukan berbagai tindakan tidak etis yang dilakukan oleh 

pemilih maupun peserta pemilu, seperti politik uang, keterlibatan militer dalam 

politik, serta politisasi dalam pengangkatan pegawai negeri sipil. Tindakan-

tindakan ini menyebabkan prinsip-prinsip demokrasi liberal dan integritas sistem 

pemilu secara perlahan melemah, sehingga mengurangi kualitas kompetisi politik 

baik untuk kepentingan pribadi maupun kolektif.” 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah institusi yang 

mempunyai kewajiban paling dasar dalam melaksanakan Pemungutan Suara di 

TPS. Sebagai bagian dari KPU, KPPS sering kali tidak mendapat perhatian yang 

memadai ketika ada perubahan dalam kebijakan politik atau struktur organisasi 

penyelenggaraan pemilu. Jobdesk utama KPPS meliputi pelaksanaan pemungutan 

suara dan perhitungan suara di setiap TPS untuk memastikan hak kedaulatan 

pemilih, memberikan layanan kepada pemilih yang Memanfaatkan hak pilih dan 

memberikan akses serta fasilitas untuk pemilih berkebutuhan khusus.
12

 Meskipun 

                                                      
12

 Komisi Pemilihan Umum, Panduan Pelaksanaan dan Perhitungan Suara Di TPS 

Pemilu (Jakarta, 2019).hlm. 1. 
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tanggung jawab, kewenangan, dan beban tugas KPPS semakin besar pada Pemilu 

2019, kebijakan politik yang diterapkan tetap sama seperti pada pemilu 

sebelumnya.
13

 

KPPS memegang peranan krusial dalam kelancaran penyelenggaraan 

pemilu, karena berinteraksi langsung dengan pemilih pada hari pemungutan suara, 

serta bertanggung jawab atas perhitungan dan rekapitulasi hasil suara di TPS. 

Rekapitulasi suara dari berbagai TPS kemudian dikumpulkan oleh Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), dan diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota, kemudian 

Provinsi, hingga akhirnya ke Pusat. Proses rekrutmen anggota KPPS dan PPS 

telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU. Selain itu, dalam 

melaksanakan tugasnya, KPPS telah mematuhi semua peraturan yang berlaku, 

dengan menunjukkan niat baik dan komitmen untuk bertanggung jawab melalui 

janji. yang tercantum dalam "Pasal 73 Undang-Undang Pemilu", serta 

menandatangani fakta integritas sebagaimana tercantum dalam "Surat KPU RI 

Nomor: 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019" tentang Pembentukan  KPPS. 

Penelitian ini secara spesifik membatasi kajian pada TPS 32 Kelurahan 

Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, sebagai salah satu representasi dari 

dinamika penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada temuan awal bahwa dalam proses rekrutmen KPPS di TPS 

tersebut terdapat kecenderungan kuat dominasi peran Ketua RT dalam 

menentukan dan mengusulkan nama-nama calon anggota KPPS, yang seharusnya 

                                                      
13

 Agus Joko Lelono dan Tri Susilowati, “General Election Commission Policy In The 

Recruitment Process Of Voting Organizing Groups In The 2024 Election,” Perkara : Jurnal Ilmu 

Hukum Dan Politik 1, no. 4 (20 November 2023): hlm. 118. 

https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1490 
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merupakan domain kewenangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Praktik tersebut 

menimbulkan permasalahan tersendiri, karena berpotensi menutup ruang 

partisipasi masyarakat yang lebih luas, mengurangi transparansi, serta mencederai 

prinsip-prinsip profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu.  

Selain itu, keterlibatan Ketua RT tanpa koordinasi yang memadai dengan 

PPS juga menimbulkan bias struktural, di mana seleksi cenderung dilakukan 

secara informal dan tidak melalui proses administrasi yang tertib. Oleh karena itu, 

penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tersebut, 

tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap integritas dan kualitas 

penyelenggaraan pemilu, sekaligus mengkaji urgensi penguatan kelembagaan dan 

prosedural dalam pelaksanaan rekrutmen KPPS agar tidak menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Kita harus memahami secara mendalam peran, tantangan, dan dampak 

yang ditimbulkan oleh KPPS sangat krusial untuk memastikan integritas dan 

kelangsungan sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih 

jauh pengaruh KPPS terhadap proses pemungutan suara, serta memberikan 

landasan untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Oleh karena itu, 

penulis berencana untuk melakukan penelitian lebih terperinci dengan menyusun 

Proposal Skripsi berjudul “Eksistensi Dan Fungsi Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (Kpps) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di 

Kecamatan Banjarmasin Utara” 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

terhadap penyelenggaraan pemilihan umum ? 

2. Bagaimana kendala keberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum ? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa penting keberadaaan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pemilihan umum 

2. Untuk mengetahui kendala keberadaan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara pada pemilihan umum. 

D. Signifikansi Penelitian 

1. Sebagai wawasan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti tentang 

keberadaan KPPS terhadap PEMILU. 

2. Menambah Pengetahuan bagi penulis maupun pembaca lain yang akan 

menulis dan melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam perspektif 

yang berbeda. 

3. Sebagai sumber khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin 

terkhusus mahasiswa Fakultas Syariah. 

 



11 

  

  

E. Definisi Operasional 

Penulis memandang perlu untuk memberikan batasan pada ruang lingkup 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini guna menghindari 

kesalahpahaman, yang selanjutnya dijabarkan dalam definisi operasional berikut : 

1. Eksistensi 

Eksistensi merujuk pada keberadaan seseorang atau sesuatu. 

Eksistensi merupakan cara bagi manusia untuk mengaktualisasikan diri atau 

potensi yang dimilikinya, sehingga keberadaan mereka memiliki makna atau 

arti yang penting.
14

 Eksistensi yang dimaksud disini adalah eksistensi 

terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 

Banjarmasin Utara. 

2. Fungsi 

Fungsi, menurut KBBI, merujuk pada peran atau manfaat suatu objek, 

juga mencakup tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Sementara itu, The 

Liang Gie dalam kutipan jurnal Universitas Maritim AMNI Semarang 

menjelaskan bahwa fungsi adalah kumpulan aktivitas yang tergolong serupa 

berdasarkan karakteristik, metode pelaksanaan, dan berbagai pertimbangan 

lainnya. Dalam konteks penelitian ini, fungsi dimaksudkan sebagai tugas 

dan peran yang dijalankan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS).
15

 

                                                      
14

 Abidin Zaenal, Analisis Eksistensial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 

15
 “Pengertian Fungsi Secara Umum dan Fungsi Komposisi dalam Matematika,” 

Kumparan (blog), diakses 19 Juni 2024, https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-

fungsi-secara- umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika-20WR5nYxko3. 
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3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

KPPS adalah unsur pelaksana Pemilu di tingkat paling bawah yang 

ditunjuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari KPU kabupaten atau kota. 

terdiri dari tujuh orang anggota yang memiliki tugas dalam 

menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS). KPPS dalam menjalankan tugasnya, menjunjung 

tinggi asas-asas seperti kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, 

keteraturan, kepentingan publik, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keterjangkauan 

layanan.
16

  

KPPS memegang peran krusial karena bertugas menjamin setiap 

pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan lancar. Anggota bertugas 

di TPS di Kecamatan Banjarmasin Utara diharapkan menjalankan tugas 

dengan penuh profesionalisme, menjaga prinsip transparansi, netralitas, dan 

menghindari keberpihakan, serta selalu mengutamakan nilai-nilai demokrasi 

dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas mereka. 

4. Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

yang didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil (LUBERJURDIL). Pemilu juga merupakan wujud nyata dari demokrasi 

                                                      
16

 Andreas Pandiangan, “Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 

2019 : Tanggung Jawab dan Beban Kerja,” The Journal of Society and Media 3, no. 1 (April 

2019): hlm.19. 
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prosedural yang dilaksanakan oleh rakyat sebagai Indonesia, sebagai negara 

demokratis, menjamin kesetaraan bagi semua warga negara dalam 

menikmati hak dan menjalankan kewajiban, serta dalam kedudukannya di 

mata hukum dan dalam sistem pemerintahan, tanpa perlakuan 

diskriminatif..
17

 

Pemilihan umum berperan strategis dalam membentuk arah 

kebijakan dan menentukan masa depan Indonesia, dengan tujuan memilih 

“anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah”. 

Penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga yang terdiri dari Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Pemilihan umum 

yang dimaksud di sini meliputi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 

yang diselenggarakan di Kecamatan Banjarmasin Utara. 
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penyelenggaraan pemilihan umum di Kecamatan Banjarmasin Utara. 
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dalam pemilihan umum. Pembahasan ini mengacu pada teori keadilan, teori 

manajerial, serta teori fungsionalisme struktural.. 

 Bab III yang membahas Metode Penelitian ini menjelaskan langkah-

langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang 

diperlukan dalam penelitian. Bagian ini tentang jenis penelitian, pendekatan yang 

digunakan, lokasi penelitian, serta jenis dan sumber data. Selain itu, juga dibahas 

berbagai metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, beserta 

urutan langkah ditempuh selama proses penelitian. Semua ini disusun agar 

penelitian ini terlaksana secara terorganisir dan sesuai dengan prosedur. 

Bab IV Laporan Hasil Penelitian ini memaparkan secara rinci hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

Bagian ini mencakup penjelasan umum tentang penyajian data, analisis data yang 

diperoleh, serta pembahasan mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dalam 

penelitian. 

Bab V Penutup menyajikan kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan 

masalah. Kesimpulan ini lebih dari sekadar rangkuman, karena mencakup solusi 

atas permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi. Bab ini juga menyertakan 

saran yang disusun berdasarkan hasil temuan selama proses penelitian. 

   


